
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PIDIE JAYA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PIDIE JAYA 

       NOMOR 18 TAHUN 2025 

TENTANG  

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  

TRIWULAN II TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih 

secara berkelanjutan pada Pemilihan Umum dan/atau 

Pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan 

informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 

huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan 

pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

  c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Nomor 

40/PL.01.2-BA/1118/2025 Tanggal 2 Juli 2025 tentang 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II 

Tahun 2025 tingkat Kabupaten Pidie Jaya; 

  d.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya 

tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih 

Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kabupaten 

Pidie Jaya. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 
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